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[bookmark: _Toc201317876]A.  	Latar Belakang Masalah
Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana berada dalam situasi yang kompleks, mengingat status mereka sebagai individu yang belum matang secara hukum, mental, dan emosional. Pendekatan hukum terhadap anak harus berbeda dengan orang dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis, dengan menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai inti penyelesaian perkara pidana anak. Salah satu instrumen utama dalam undang-undang ini adalah diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur peradilan.[footnoteRef:2] [2: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1).] 

Diversi bertujuan melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Melalui pendekatan ini, berbagai pihak, termasuk korban, keluarga pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diajak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Proses ini juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki diri, dan menghindari pengulangan perilaku yang sama di masa depan.[footnoteRef:3] [3: Ibid.] 

PUBLISH: 26/11/2025 14:35:16




1



Namun, di tingkat lokal, implementasi diversi sering kali menemui kendala yang signifikan. Di wilayah Polres Labuhan Batu Selatan, misalnya, tantangan yang kerap muncul meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, minimnya dukungan sumber daya, dan kurangnya sinergi antara pihak-pihak terkait. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif aturan hukum telah tersedia, pelaksanaannya memerlukan perhatian lebih untuk mencapai tujuan ideal yang diharapkan.[footnoteRef:4] [4: Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, hlm. 47.] 

Kajian hukum terhadap pelaksanaan diversi di Polres Labuhan Batu Selatan menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini telah diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan diversi di masa mendatang. Dengan upaya ini, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin humanis dan memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Namun, meskipun konsep diversi telah diatur secara normatif, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah tantangan. Di wilayah Polres Labuhan Batu Selatan, misalnya, berbagai kendala muncul dalam penerapan diversi, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya yang tersedia, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Tantangan-tantangan ini memperlambat pelaksanaan diversi yang seharusnya dapat lebih efektif dalam mencegah anak dari dampak negatif yang lebih jauh.
Kasus-kasus yang terjadi di Polres Labuhan Batu Selatan menunjukkan pentingnya penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan yang lebih humanis. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana masih sering diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses peradilan, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur perlindungan khusus bagi mereka.[footnoteRef:5] Oleh karena itu, penerapan diversi sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat tetap memperoleh perlindungan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, tanpa mengalami dampak negatif dari proses peradilan.[footnoteRef:6] [5:  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]  [6:  Ibid.] 

Solusi yang dapat diajukan antara lain adalah peningkatan sosialisasi mengenai keadilan restoratif di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Selain itu, perlu adanya pelatihan lebih lanjut bagi pihak yang terlibat dalam proses diversi agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya ini, proses diversi akan lebih optimal dan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku, korban, serta masyarakat secara keseluruhan.
Harapan ke depan adalah terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih berbasis pada pemulihan dan keadilan, serta dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pendekatan keadilan restoratif, diharapkan Polres Labuhan Batu Selatan dapat menjadi contoh dalam penerapan diversi yang sukses, memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat bagi semua pihak yang terlibat.
Salah satu penelitian yang relevan dengan topik ini adalah studi yang dilakukan oleh Suryani (2020) yang berjudul "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Sebuah Analisis Hukum dan Sosial" yang mengkaji implementasi mekanisme diversi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas seperti yang terjadi di Polres Labuhan Batu Selatan.[footnoteRef:7] Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan landasan yang kuat bagi penerapan diversi, berbagai kendala seperti pemahaman yang kurang tentang keadilan restoratif, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, masih menjadi hambatan utama dalam implementasi diversi di tingkat lokal.[footnoteRef:8] [7: Suryani, op.cit., hlm. 55.]  [8:  Ibid.] 

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Utami (2018) mengenai "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Implementasi Diversi pada Anak Berhadapan dengan Hukum", ditemukan bahwa peran serta keluarga dan masyarakat sangat menentukan dalam kelancaran proses diversi.[footnoteRef:9] Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat tergantung pada adanya koordinasi yang baik antara keluarga, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban dan pelaku, melalui diskusi dan mediasi, terbukti memberikan dampak yang positif dalam mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. [9:  Utami, op.cit., hlm. 29.] 

Sementara itu, Alamsyah (2019) dalam penelitian "Evaluasi Penerapan Diversi di Polres Labuhan Batu Selatan: Studi Kasus pada Anak Pelaku Tindak Pidana", mengungkapkan pentingnya peran pendamping hukum dalam proses diversi.[footnoteRef:10] Penelitian ini mengidentifikasi bahwa banyak anak yang tidak mendapatkan akses ke pendampingan hukum yang memadai, sehingga proses diversi tidak berjalan optimal. Alamsyah juga menekankan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk memahami lebih dalam tentang prosedur dan manfaat dari penerapan diversi. [10: Alamsyah, op.cit., hlm. 90.] 

Melalui penelitian-penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep diversi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya memerlukan perhatian lebih, baik dari segi pemahaman masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang mendukung. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan diversi dan memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas diversi di Polres Labuhan Batu Selatan dan daerah lainnya.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul skripsi : “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Anak Berdasarkan Diversi Polres Labuhan Batu Selatan”.
[bookmark: _Toc201317877]B. 	Rumusan Masalah
	Dari penjelasan serta uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan?
3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif di Polres Labuhan Batu Selatan?
[bookmark: _Toc201317878]C. 	Tujuan Penelitian
	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk Mengetahuibagaimanakah mekanisme pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk Mengetahuiapa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana anak di Polres Labuhan Batu Selatan.
3. Untuk Mengetahuibagaimana upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif di Polres Labuhan Batu Selatan.
[bookmark: _Toc201317879]D. 	Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
1. Manfaat praktis. 
[bookmark: _GoBack]Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
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